Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan
tubuh yang dapat menimbulkan kumpulan berbagai
penyakit (AIDS) sehingga dapat mengancam kesehatan dan

kelangsungan hidup manusia;

bahwa penularan HIV semakin meluas dengan peningkatan
yang sangat signifikan dimana proses penularannya sangat
sulit dipantau sehingga memerlukan upaya pencegahan dan
penanggulangan secara sistematis dan melembaga melalui

pengaturan hukum yang memadai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
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Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi
Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006
tentang Penanggulangan HIV / AIDS (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.
Bupati adalah Bupati Karangasem.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Karangasem.

Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency
Syndrome selanjutnya disingkat KPA Kabupaten
adalah Komisi Penanggulangan Acquired Immuno

Deficiency Syndrome Kabupaten Karangasem.

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya
disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem

kekebalan tubuh manusia.

Acquired Immuno  Deficiency Syndrome yang
selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala
penyakit yang disebabkan oleh HIV.

Penanggulangan adalah Serangkaian Upaya Menekan
Laju Penularan HIV dan AIDS, melalui kegiatan
Promosi, Pencegahan, Perawatan, Dukungan, dan

Pengobatan terhadap Orang dengan HIV dan AIDS.

Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai
penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama
kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan
HIV dan AIDS seperti pengguna Narkoba jarum
suntik, penjaja seks dan pelanggan atau
pasangannya, laki - laki yang berhubungan seks

dengan laki - laki, warga binaan dilembaga
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pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah
terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima

darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.

Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat
ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik
pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah

ada gejala.

Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS
adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang

ditularkan melalui hubungan seksual.

Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut

VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela.

Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan
pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh

sebelum didonorkan.

Surveilans HIV atau sero - surveilans HIV adalah
kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang
dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi
tentang besaran masalah, sebaran dan
kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk
perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan
HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara

unlinked anonymous.

Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan
data tentang perilaku yang berkaitan dengan
masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala
guna memperoleh informasi tentang besaran masalah
dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan

dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.



